
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR T6 TAHUN 2025
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O1 Nomor 135, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2L tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 2l Tahun 20O1 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Iembaran Negara
Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan l,embaran Negara
Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang..... I 2

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor Ta,hun 2025 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
Anggaran 2O25.
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4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Taht:r, 2O2O
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 20L9 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancamal yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undalg Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2022 ter:tang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukal Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Ke{a Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
68s6);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 lerrteng Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta-han
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua TengaJr (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

10. Peraturan..... / 3
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 20O0 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 2IO, Tambahal Lembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 4O28);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 48,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4505) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2 terrtang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s3a0);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49721
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 ter:tang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OI7 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 20 l8 tentang
Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor lO9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan..... /4
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
63231;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 3Ol
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang Kewenangan
dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 163);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2L tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

2 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 202O
Nomor 10);

22. Peratrrran Presiden Nomor 52 Tahun 2O23 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2O24 llr-mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 111;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 754);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengart
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Da-lam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembalgunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan..... / 5



Menetapkan

26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2OlT
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17
Nomor 1067);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1114);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah:urr 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
178r);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.O7 /2022
tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahurr 2022
Nomor 41);

32. Peraturarr Gubernur Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua
Tengah Ta,hun Anggaran 2025 (Benta Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 37);

33. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 13 Tahun 2025
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 13);

34. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 5 Tahun
2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi papua Tengah Tahun Anggaran
2025 (Beita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025
Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

BAB r...../6
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa] 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah
Gubernur Papua Tengah.

4. Dewan Perwakilan Ralryat Papua Tengah yang selanjutnya
disingkat DPRP/I adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Tengah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

7. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh
daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri
yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.

8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari
entitas pelaporan lain.

9. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh
pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan
pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat,
dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daeralr yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagt sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberi an izin tertentu yang khusus disediakan
dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daera-h untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

12. Lainlain pendapatan daera-h yang sa-l" merupakan seluruh
pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan
pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat,
dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

13. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daeah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

14. Belanja..... /7
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14. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk
Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi
manfaat jangka pendek.

15. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari I (satu) periode akuntansi.

16. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas
Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

17. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari
Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

18. Surplus APBD adalah selisih lebih antara Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang
szuna.

19. Dehsit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yarrg
sama.

20. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk
menutup delisit anggaran atau untuk memanfaatkan
surplus anggaran.

21. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggar€rn berikutnya dal dianggarkan secara bruto dalarn
APBD.

22. Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua
pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto
dalam APBD.

23. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan
pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan
dalam periode tahun anggaran tertentu.

24. SiLPA adalah Sisa l,ebih Perhitungan Anggaran, yaitu
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama
satu periode anggaran.

BAB II
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 2
APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar
Rp3.881.272.091.833,0O bertamba-h sebesar
Rp930.548.077.631,00 sehingga menjadi
Rp4.811.820. 169.464,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah

1. Semula RP3.8a1.272.091.833,00
185.r77.871.770,OO

4.066.449.963.603,00
2. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah pendapatan daerah
setelah perubahan

b. Belanja...../8



d. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula
b) Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah penerimaan
pembiayaan setelah
perubahan

2. Pengeluaran Pembiayaan
a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah pengeluaran
pembiayaan setelah
perubahan

-8-

b. Belanja Daerah
1. Semula
2. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah belanja daerah setelah
perubahan

C Surplus/ (Defrsit) (Rp745.370.2o5.86 1,o0)

RpO,0o
Rp745.37O.2O5.861,00
Rp745.370.205.861,00

RpO,00
Rp0,00
Rp0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp745.37O.2O5.861,00

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran

RpO,00

Pasal 3
Ketentuan mengenai uraian Perubahan APBD sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini, terdiri atas:
a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan

APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian
Objek, dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek, dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

c. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Hibah Uang;

Rp3.88 1.272.09 1.833,00
Rp930.548.077.631,00

Rp4.8 1 1.82O.L69.464,OO

d. Lampiran llIb..... I 9
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d

e

Lampiran IIIb

Lampiran IVa

f. Lampiran IVb

g. Lampiran Va

h. Lampiran Vb

Lampiran VIa

Da-ftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Hibah Barang;
DaJtar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaral Bantuan
Sosial Uang;
Daftar Nama penerima, Alamat
Penerima dan Besaran Bantuan
Sosial Barang;
Daftar Nama penerima, Alamat
Penerima dan Besaran Bantuan
Keuangan Bersifat Umum;
Daftar Nama penerima, Alamat
Penerima dan Besaran Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus;
Daftar Nama penerima, Alamat
Penerima dan Besaran Belanja Bagi
Hasil Kabupaten;
DaJtar Nama penerima, Alamat
Penerima dan Besaran Belanja Bagi
Hasil Kota;
Daftar Nama penerima, Alamat
Penerima dan Besaran Belanja Bagi
Hasil Desa;
Rincian Dala Otonomi Khusus
Menurut Urusal Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek,Rincian Objek dan Sub
Rincial Objek Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;
Rincian DBH-SDA Pertambangan
Minyak Bumi dan Pertambangan Gas
Alam atau Tambahan DBHMinyak
dan Gas Bumi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek,Rincian Objek
dan Sub Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;
Rincian Dana Tambahan
Infrastruktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
Sinkronisasi Kebijaka Pemerintah
Provinsi pada Daerah Perbatasan
dalam Perda tentang APBD dan
Perkada Tentang Penjabaran APBD
dengan Frogram Prioritas Perbatasan
Negara;

1

k. Lampiran Mc

1. Lampiran VII

m Lampiran VIII

n Lampiran IX

o Lampiran X

Pasal 4...../ 10

j. Lampiran VIb
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Pasal 4
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran
2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini
rlitrrangkan lehih lanjut dalam l)okumen Pelaksanaan
Dan!lroh,:a Aaaaaraa Qal-rraa La-ia Da.an.rl,a+ l-laaroh casrrai

dengan ketentuan peraturan perundang-ul1dangan.

BAB III
KRTtrNTUAN PtrNUTUP

Peraturan Gubernur
diundangkan.

Pasal 5
ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 21 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/T'rD
MEKI NAWIPA

D iunciangkan rii Nabire
pada tanggal 21 November 2025

PJ. SEKRE"TARIS DAERAH PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 017

sallnan sesuar dengan asllnya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP r97606082402127002

^^*:^- - - , - - ^ - ^ '-. . . : - - . . .Agar sctlap orang mcngctanulnya, mcmcnntitfiKan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.


